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“Ya betul, kabarnya me- 
mang dari Kadin DPMD 
Karawang, dan Asda 11, 
bahwa DBH d ipastikan  
tidak ada pem otongan,” 
kata Udin.

Sementara, Wakil Ketua 
Apdesi Karawang mengata- 
kan, Ombi, pihaknya me- 
mang sudah m erancang 
sejumlah aksi dan gerakan 
untuk mendesak Pemkab

Karawang. Agar tidak mel- 
akukan pemangkasan DBH 
2020 yang notabene diserap 
dari PAD tahun 2019.

Namun, Kades Ombi bi- 
lang, sebelum aksi itu di- 
gelar, Pemkab Karawang su
dah mengeluarkan putusan 
DBH batal dipangkas.

" Ya memang tadinya kalau 
tidak ada respon kita mau ke 
BPK. Melaporkan DBH ini

yang baru 7 persen saja, bu- 
kan 10 persen," ungkapnya.

Kades Ombi menjelaskan, 
sesuai yang diamanahkan 
undang-undang desa, DBH 
PDRD ini wajib kembali 
digelontorkan sebesar 10 
persen ke desa-desa secara 
proporsional dan profesional.

Ombi mengatakan, pem- 
batalan pemangkasan ini di- 
anggap sudah yang paling 
tepat. Mengingat, Pandemi 
Covid-19 baru terjadi di tahun

2020. Jika pun nanti DBH di ta
hun depan harus di pangkas. 
Apdesi mengaku siap.

"Kalau tahun depan di 
pangkas kita siap. Alasannya 
kan logis. Karena Pandemi 
Covid-19 ini terjadi di tahun 
2020," singgungnya.

Sementara, hingga berita ini 
ditulis, Kepala Dinas Pember- 
dayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Karawang, Agus 
Mulyana, belum memberi- 
kan jawaban. (wyd/mhs)


